BAB IT

BAGI HASIL TANAMAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian bagi hasil tanaman

Bagi hasil tanaman sebagaimana telah di-
sebutkan diatas, merupakan suatu istilah yang se=
ring kali digunakan masyarakat dalam melakukan kexr
ja / usaha bersama guna mendapatkan keuntungan da
ri hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan
antara kedua belah pihak atau lebih yang mengikat-

kan dirinya dalam suatu perjanjian,

Istilah bagi hasil tanaman padi tersebut dalam
syari'at Islam dikenal dengan beberapa sebutan,
yaitu
- Muzaro'ah
- Mukhobaroh dan

- Musagoh

Dari istilah-istilah diatas pada hakekatnya:
memberikan pengertian yang sama, karena gemuanya
merupakan suatu aqad yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih ﬁntuk mengerjakan sesuatu yang sepaka-

ti bersama,

1. Muzarot'ah
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Yang dimaksud muzaro'ah adalah suatu ker
Jja sama yang dilakukan antara pemilik tanah de=-
ngan penggarap tanah atas dasar perjanjian bagi
hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan ber-
sama, tetapi pada umumnya paroan untuk pemilik
tanah dan penggarap tanah.
(Drs. Masjfuk Zuhdi, 1989: 124),

Tentang muzaro'ah ini diterangkan dalam
kitab "Al- Mutamalatul Maadliyah Wal Adabiyahn,
bahwa jika perjanjian bagi hasil tanaman dilaku
kan, benihnya berasal dari pemilik tanah maka
bagi hasil tersebut dinamakan muzaro‘ah.

(Ali Pikri, I, 1938: 141).

Dalam Kitab Kifayatul Akhyar: Muzaro'ah
adalah pinjam tenaga kerja untuk menanami tanah
dengan imbalan sesuatu yang dihasilkan dari
tanah tersebut.

(Tagiyuddin Abu Bakar, I, tt. : 314).

Menurut Ar- Rofi'i dan An- Nawawy: Jika
dalam bagi hasil benihnya dari pemilik tanah di
sebut muzaro'ah dan jika benihnya dari pekerja
atau penggarap maka disebut mukhobaroh.

(Tagiyuddin Abu Bakar, I, tt. : 314).

Dengan demikian muzaro®ah merupakan sua-
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tu istilah yang dipakai dalam suatu perjanjian

yang dilakukan antara petani yang bermufakat
dengan pemilik tanah dengan memberikan tanah
itu kepadanya untuk diusahakan, ditanami dan

hasilnya dibagi diantara mereka sesuai dengan -
kesepakatan dalam perjanjian, sedangkan benih -

nya dari pemilik tanah,

Mukhobaroh.

Pengertian mukhobaroh pada dasarnya ham-
pir sama dengan pengertian muzarof'ah, bedanya
terletak pada pelaksanaan penyediaan benih, ya-
itu jika mukhobaroh benihnya harus disediakan
oleh pihak petani (penggarap) bukan oleh pihak
pemilik tanah. |
(Ali Fkri, I, 1938: 141).

Musagoh.,

Musaqoh menurut bahasa mengandung arti
penyiraman atau pengairan. Sedangkan menurut
pengertian syara' adalah penyerahan pohon ke~
pada yang menyiraminya dan menjanjikan jika po-
hon masak, dia akan diberi imbalan buah dalam
jumlah tertentu.

(sayyid sabiq, XIII, 1988: 165).

Atau suatu kerja sama antara pemilik pohon de-
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ngan pemelihara pohon dengan perjaﬁji;n bagi
hasil yang Jumlahnya ditentukan menurut kesepa-
katan bersama, misalnya paroan Yang berarti 1
( satu ) atau dua pertiga untuk pemiiik pohon
dan satu pertiga untuk pemelihara pohon dan ge-
bagainya,

(Drs. Masjfuk zuhdi, 1989, 123),

Musaqoh merupakan persekutuan perkebunan
untuk mengembangkan tanaman (pohon) yang mempu-
nyai umur panjang dan termasuk Jenis pohon yang
berkayu, dimana pohon tersebut berada pada satu
pihak dan bénggarapannya ada pada pihak lain,
dengan pPerjanjian bahwa Yang dihasilkan untuk
kedua belah pihak dengan cara Prosentase ter=

tentu.

Para ulama' gepakat bahwa rembiayaan ge-
luruhnya ditanggung oleh pemilik kebun, dan
pPenggarap hanya mengurus penggarapannya dan me-
nyiraminya sampai pohon itu menghasilkan buah,
(sayyid Sabiq, XIII, 1988: 168).

B. Landasan hukum perjanjian bagi hasil tanaman

Masalah mu'amalah dalam syaritat Islam dji-

atur dalam al- quran disamping al- haditg sebagai
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penjelasannya. Dalam masalah mu'amalzah fhi al=
quran hanya memberikan prinsip-prinsip secara glo-

bal. Firman Allah SWT. :

O "¢,1)LLJL‘5\:«3+9@\,M\\ L il L
(ﬁ-.sw\)(z.éa;ﬂ@cba&é}t——?;

("Hai orang-orang yang beriman Janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jJja=-
lan yang bathil, kecuali dengan jalan pernia-
gaan yang berlaku atas dasar kerelaan"),

Mengenai bagi hasil tanaman ini banyak se-
kali diterangkan dalam hadits Nabi S.a.w. Dianta-

ranya, hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori Mus-

lim

eLﬁféfh'4hLA«9dlejﬁybw}nﬁé¥éﬂA3Bgzgétﬁ\iﬂ;
(srizaza)Fabdialgiars £l Jali ) adlale

("Dari Umar ra. : Bahwasannya Rasulullah te
lah menyerahkan ladang beliazu kepada penduduk
Khoibar agar dipelihara oleh mereka dengan sya
rat/perjanjian mereka akan diberi sebagian da-
ri penghasilannya, baik berupa hasil buah- bu=-
ahan atau hasil tanamannyan), ' :
(Al- Hafidz TIbnu Hajar Asqolany, Terjemah, Muh

Syarif Sukandy, 1986: 33%4).

Dalam riwayat yang sama juga disebutkan

- ﬁ\@@,w‘;@u\&@p&;@o‘oﬁbﬁ
- e 15;,4 fL'" g @L&W&MWVP@JL—@
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(Nuhammad Ismail As-~ Sonfani, II: 78)

("Mereka meminta kepadanya (Nabi S.a.w.) su
paya beliau memperbolehkan mereka untuk meng
garap tanahnya dengan ketentuan mendapat se=
paroh dari buahnya. Maka Rasulullah S.a.w. ber
kata kepada mereka: "Kami memperkenankan ka-
lian untuk menggarapnya, lalu Umar ra. menge-
luarkan mereka').

Juga hadits yang menyebutkan tentang pem=-

berian tanah Khoibar kepada orang-orang Yahudi
Aty e abl o s Matidislgny F N0

(ymﬁt;#e)mmumw}@ PE ALY, *
AL 0%

(Imam Bukhori, II, tt, : 47)

("Dari Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Rasulul =
lah S.a.w. telah memberikan tanah Khoibar ke=
pada orang-orang Yahudi agar mengerjakannya ,
dan menanaminya, dan mereka akan mendapatkan =
separoh dari hasil yang keluar dari tanah ter-
sebutn),

Demikianlah dasar-dasar yang menunjukkan di
syaritatkannya bagi hasil tanaman, baik denagn sis

tem muzaro'ah, mukhobaroh maupun musaqoh.

Perjanjian bagi hasil dengan sistem muzaro-

tah dan mukhobaroh merupakan suatu kerja sama_anta

ra pemilik tanah dengan penggarap atau petani, pe-
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. E)
milik tanah memberikan tanahnya untuk digarap ke-

pada orang yang akan menanaminya dengan perjanjia
bahwa ia akan memperoleh bagian dari hasil yang di
peroleh, dengan prosentase yang telah disepakati -

bersama,

Dalam hal muzaro'ah tidak terdapat batasan
tertentu, demikian pula mukhobaroh., Para ahli figh

berbeda pendapat, diantara mereka adalah :

.1. Asy~ Syafiti: Bahwa musaqoh hanya diperbolehkan
pada tanaman kurma dan anggur saja.
(Tagiyuddin Abu Bakar, I: %04),

2., Abu Daud: Bahwa musagoh hanya dibatasi pada ta-
naman kurma saja. |

3. Madzhab Ranafi: Bahwa musaqoh diperbolehkan un-
tuk pohon Krum, baqul dan semua pohon yang mem-
punyai akar ke dasar bumi dan untuk mencabutnya
tidak ada batas, sehingga merusak tanah diseki-
tarnya, setiap kali dipangkas ia tumbuh,seperti
karats dan tebu Persia.

4, Imam Malik: Musaqoh diperbolehkan untuk semua
pohon yang berakar tetap (kuat), seperti delima
tin, zaitun dan pohon-pohon yang serupa dengan-
nya. Dan boleh juga untuk tanaman (pohon) yang
mempunyai akar tidak kuat, seperti maqa'®i dan

semangka dalam keadaan pemiliknya tidak lagi
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mampu menggarapnya.
5. Madzhab Hambali: Musagoh diperbolehkan untuk se

mua pohon yang buahnya dapat dimakan.

(sayyid sabiq, XIII, 1988: 168).

H. Hukum bagi hasil tanaman

Menurut Imam Al- Qurthubi, bahwa bertani
termasuk fardlu kifayah, karena itu wajib bagi
Imam memaksakan manusia kearah itu dan apa  yang
termasuk pengertiannya, dalam bentuk menanami pe=
pohonan.

(sayyid sabiq, III, 1403 H : 191).

Sedangkan mengenai bagi hasil tanaman, ter-
utama tentang tanaman yang berkenaan dengan bahan
pangan, penulis kitab Al- Mughny mengemukakan bah-
wa muzaro'ah adaiah masalah yang populer yang di-
praktekkan oleh Rasulullah S.a.w. hingga wafatnya,
kemudian diteruskan oleh para sahabat dan keluarga
mereka sesudah mereka.

(Dr. Hamzah Ya'qub, 1984: 272).

Dalam hadits Nabi S.a.w. yang

oleh Imam Bukhori disebutkan :
éL«vs %@W@‘@\Mﬁ;&/w@&‘&‘
Elians] A5l ol )i
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("Dari Ibnu Abbas ra.: Sesungguhnya Nabi
S.a.w. tidak melarang pembagian bagi hasi, te-
tapi beliau menjelaskan: Jika seseorang mem=
berikan tanahnya kepada saudaranya, maka itu
lebih baik baginya dari pada minta bagi hasil
yang tertentu®).

(Muhammad Fuadz Abdul Baqy, Terjemahan, H .
Salim Bahreisy, 1982: 561).

Dari beberapa penjelasan serta berdasar pa-
da hadits yang menerangkan praktek bagi hasil ta-
nah yang dilakukan pada masa Rasulullah S.a.w. ma=-
sih hidup, menunjukkah kebolehan. Sedangkan menge-
nai pelaksanaan keseluruhannya diserahkan kepada
mereka yang melakukan praktek bagi hasil, dengan
ketentuan tidak menyimpang dari prinsip- prinsip

ajaran (perekonomian) dalam Islam.

Syarat-syarat sah perjanjian bagi hasil tanaman

Dalam setiap perjanjian diperlukan adanya
beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut dimaksud-
kan agar pgrjanjian itu menjadi sah. Dalam hal ini
meliputi:

1, Syarat sah perjanjian bagi hasil tanah'(muzarOn
'ah dan mukhobaroh),

Dalam pelaksanaan bagi hasil tanah di=-
perlukan adanya persyaratan tertentu agar per=-

janjian itu merupakan suatu perbuatan yang sah
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<4
menurut syaritat Islam, Adapun persyaratan ter-

sebut antara lain e

a. Modal usaha bagi hasil,

Jumhur ulama' telah sepakat bahwa da-
sar dalam aqgad perjanjian bagi hasil tanah
adalah tanah Yang produktif, maksudnya tanah
tersebut dapat ditanami dengan tanaman yang
menghasilkan, misalnya: Padi, polowijo, buah
buahan dan lain sebagainya. Dalam masalah

ini Imam Hanafi mengyaratkan

1. Tanah tersebut dapat ditanami pada waktu
terjad inya agad.

2. Tanahnya dapat dan telah diketahui dengan
Jelas, baik letak maupun luasnya,

3. Tanah tersebut dapat diserahkan dan siap
untuk ditanami, maksudnya tidak membutuhe
kar. pekerjaan lain yang keluar dari pe=
ke jaan 'uamil (pihak pemelihara) dalam a
ac:-4d muzaro'ah,

(ALi FPikri, I, 1938; 147).

Praktek dalam pelaksanaan bagi hasil
tanah tidak dibolehkan memisah-misahkan ta-
nah yang digarapnya, sedangkan hasilnya une-
tuk pemilik saja atau penggarap saja ( Ali
Fikfi, I, 1938: 147). Hal ini karena akan me



nimbulkan suatu cara pembagian hasil yang
bersifat spek%iéiif dari pemilik tanah, se-
dangkan hasil yang diperoleh dari tanah gara
pan yang satu dengan yang lainnya pasti ti-
dak akan mempunyai kesamaan hasilnya. Bahkan
tanah garapan yang satu akan lebih menge-
untungkan dan tanah garapan yang lainnya me-
ngalami kerugian. Sehingga dengan cara memi-
sahkan tanah tersebut tidak dapat dimasukkan
sebagian dari kerja sama yang sesuai dengan
prinsip mu'ahalah yang ditegakkan dengan ber

dasarkan keadilan diantara sesama manusia.
Beban usaha dari masing-masing pihak.

Adapun beban yang menjadi tanggungan
bagi penggarap adalah segala bentuk yang ber
upa pekerjaan yang ada kaitannya dengan usa-
ha untuk mengembangkan tanaman yang dikelola
nya dalam pélaksanaan perjanjian bagi hasil
tanah,

Menurut Imam Malik, bahwa kewajiban -
pekerja dalam perjanjian bagi hasil dapat di

perinci sebagai berikut :

1. Menutup pagar
2. Membersihkan saluran air

3. Menyediakan siraman
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4. Mencarl cara/mengupayakan untuk menambah

hasil
5. Menyiangi
6. Memetit buah.
(Imam Malik, II, 1901: 705).

Dengan demikian yang menjadi tanggung
an khusus bagi pekerja atau penggarap adalah
segala perbuatan yang lazim dilakukan ter-
hadap pengelolahan tanaman, hal ini dapat di
kerjakan dengan tenaga sendiri maupun tenaga
orang lain.,

Sedangkan kewajiban yang hafus ditang
gung oleh pemilik tanah adalah :

1. Pajak pemerintah

2, Pajak tambahan

3. Reparasi tanah secara besar-besaran

4. Perbaikan yang lazim bagi tanah yang di
sertai bangunannya.

(Dr. Puadz Moch. Fahruddin, 1983: 216).

Tentang biaya-biaya Yang tidak dise
but diatas merupakan beban biaya yang menja-

di tanggungan kedua belah pihak,
c. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah,

Menurut jumhur fugaha! tidak ada ke
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4
tentuan jangka waktu yang jelas dalam per-~

Janjian bagi hasil, akan tetapi Nabi hanya me
nerangkan, yaitu dari riwayat Bukhori Muslim,
bahwa dalam perjanjian bagi hasil tanah ( Mu-
zarotah dan Mukhobaroh ), jangka waktunya ada
lah sampai pada musim panenan, Lain halnya
dengan bagi hasil dalam sistem musaqoh, dima-
na diperlukan adanya ketentuan jangka waktu

dalam perjanjian,

;:Qbavian keunyungan dalam perjanjian bagi ha

sil tanah,

Pada dasarnya pembagian keuntungan da-
lam perjanjian bagi hasil tanah berdasarkan
atas kesepakatan bersama/kedua belah pihak
yYyang mengikatkan diri dalam perjanjian. Dan
pembagian keuntungan ini harus dijelaskan se=-
belumnya (terjadinya waktu agad). Hal ini di
maksudkan agar tidak terjadi perselisihan di-
kKemudian hari, sebagaimana contoh yang pernah
dipraktekkan oleh Rasulullah S.a.w. yang di

sebutkan dalam hadits dibawah ini

J%Q$Yz$>rA__eﬂyA#Pbkdal;Luscggiﬂ:)k_’pthcﬁ\é)th
CETE TR UER IS POV (N RN A X M
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(*Dari Ibnu Abbas : Sesungguhnya Nabi
S.a.w. menyerahkan Khoibar, yaitu tanah
dan pohon kurma dengan (syarat) bagi ha-
sil, masing-masing mendapat separo").
(A8y- Syaigany, IV, Terjemahan, A. Qodir
Hasan dkk., 1989: 1850).

Adapun pembagian keuntungan bagi ha-

sil tanah, disebutkan dalam kitab "Al- Mu'a-

malatul Matadliyah Wal Adabiyah", dengan di-

tentukan syarat-syarat sebagai berikut :

1,

2.

Pembagian atau bagi hasil harus disebut=-
kan pada waktu aqgad

Hasilnya untuk kedua belah pihak yang me-
ngikatkan diri dalam perjanjian

Kedua belah pihak menerima pembagian dari
jenis yang sama

Pada saat pembagian hasil harus dimaklumi
oleh kedua ‘belah pihak

Bagi hasil dari kedua belah pihak harus
ada jumlahnya

mridak sah jika disyaratkan ada tambahan ke
pada salah satu pihak dari bagian . hasil
yang telah disepakati.

(Ali Fikri, 1938: 146).

(ﬂ ‘Demikianlah pembagianrﬂéﬁntungan bagi

hasil tanah (dalam sistem muzaro‘*ah dan Mu-

khobaroh).
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2., Syarat sah perjanjian bagi hasil pohon/ tanaman

(musagoh).

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dari
usaha pengairan atau penyiraman merupakan suatu
agad antara pemilik dan pekerja (musaqi). Se=
dangkan ketentuan tanaman yang bocleh diparohkan
adalah semua pohon yang berbuah, demikian pula
hasil pertahunan (Palawijo), termasuk juga tana
man yang hanya berbuah satu kali saja, setelah
dipanen lalu pohonnya mati. Misalnya: Padi, ja-
gung dan sebagainya.

(H. Sulaiman Rasyid, 1976: 288).

Supaya perjanjian tersebut sah menurut
gyaritat Islam, maka harus memenuhi persyaratan

persyaratan tertentu sebagai berikut :

a. Pohon (tanaman) yang dimusaqohkan diketahui
dengan jelas, melihat atau memperkenalkan si
fat-sifat yang tidak bertentangan dengan ke~
adaan yang sebenarnya

b. Masa yang diperlukan diketahui dengan jelas.
(Sayyid Sabid, XIII, 1988: 167).

Tentang perlunya adanya ketentuan masa
(jangka waktu) perjanjian tersebut, juga dise-

butkan dalam hadits Nabi S.a.w.
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("Bahwa Nabi Muhamma S.a.w. ketika me-
naklukkan Khoibar, orang Yahudi meminta ke-
padanya agar mereka boleh tinggal di situ
dengan syarat mereka bersedia menggarap ta-
nahnya dengan mendapat separoh dari hasil bu
ah=-buahan" lalu Nabi menjawab; "Kami boleh -
kan kalian tinggal di situ dengan syarat se-
perti tersebut sesuai dengan apa yang kami
kehendakin),
(As=- Syaugany, IV, Terjemahan, A. Qodir Ha-
san dkk., 1983%: 1852),
Hadits tersebut diatas menggambarkan ada-
nya pembatasan masa atau waktu, dan waktu yang-

dimaksudkan adalah selama masa perjanjian.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa men
Jelaskan lamanya masa bukanlah merupakan syarat

dalam musagah tetapi hanya sunnah,

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, bahwa
manakala masa musagaoh telah berakhir sebelum
masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan (dibiar-
kan) ada pada tangan penggarap agar ia terus mem
garapnya, tetapi tanpa imbalan sampai pohon itu
berbuah masak,

(Syayyid sabiq, XIII, 1988: 167).

c. Agad dilangsungkan sebelum nampak baiknya bu-
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Adanya syarat tersebut dikarenakan da-
lam keadaan seperti ini tanaman memerlukan pe

penggarapan dari amil, yang nantinya hasil da

- ri tanaman dibagi diantara mereka. Namun dee

mikian apabila agad itu dilaksanakan pada sa-
at tanaman sudah nampak hasilnya, menurut se-
bagian akhli figh, musaqoh tidak diperbolehka
karena tidak membutuhkan pekerjaan lagi,
(sayyid sabiq, XIII, 1988: 167).

Imbalan yang diterima penggarap harus berupa

buah yang jumlahnya diketahui dengan jelas,

Jika dalam perjanjian bagi hasil ini
disyaratkan untuk pihak penggarap atau pihak
pemilik pohon, hasil dari pohon-pohon 'tefa
tentu saja atau kadar tertentu, maka 'musaqoh
dianggap tidak sah,

(sayyid sabiq, XIII, 1988: 168).

Menurut Imam Hanafi, bahwa pekerjaan =
luruhnya diserahkan pada pekerja (musaqi),apa
bila disyaratkan pekerjaan itu harus ditang -
gung oleh kedua belah pihak, maka musaqgqoh di
anggap batal,

(Abdurrahman Al- Jaziri, ITI, 1404 H. : 26).
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Sedangkan menurut Imam An- Nawawy, tu=

- gas pemeliharaan pohon diantaranya; penyiraman

atau pengairan pbhqn, membersihkan saluran air,

membersihkan rumputerumput dan tumbuh-tumbuhan

yang lain'di sekitarnya, membersihkan ulat/me=

ngawinkan dan sebagainya.

(Drs. Masjfuk guhdi, 1989: 123),



